ABSTRAK

Justice Collaborator merupakan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana
serius dan tersistematisasi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk
membongkar tindak pidana yang melibatkan dirinya. Dalam hal ini seorang justice
collaborator harus memberikan informasi yang substansial dan signifikan melalui
keterangan dan fakta-fakta yang di sampaikan di dalam persidangan. Memberikan
keterangan mengenai suatu peristiwa tindak pidana yang serius bukan sesuatu hal
yang mudah bagi justice collaborator, bahkan justice collaborator dalam
memberikan keterangan kerap mendapatkan ancaman fisik dan/atau psikis,
sehingga justice collaborator patut diberikan jaminan perlindungan hukum.

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan dibahas adalah
terkait dengan pengaturan dan perlindungan justice collaborator dalam sistem
peradilan pidana indonesia, serta penerapan justice collaborator dalam
penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian
doktrinal diartikan sebagai pendekatan yang mengonsepkan hukum di dalam
sebuah buku, dokumen atau yang tertulis (law in the books). Pendekatan doktrinal
disebut juga dengan pendekatan tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan justice collaborator telah diatur
dalam hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia
Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011,
KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi
Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di
dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Kemudian, bentuk perlindungan yang
didapatkan oleh seorang justice collaborator adalah perlindungan fisik,
perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan pemberian penghargaan
(reward).
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